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LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: 12 TAHUN 2000 SERI:D NOMOR:11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 10 TAHUN 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YARNG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN.

ang : A. pahwa gunas mendukung kelancaran dan ;
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b. bahwa guna maksud tersebut huruf a periu
ditetapkan dengan Feraturan Daerah.
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Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1850 ten-

tang FPembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
dalam lingkungan Fropinsi Jawa Tengah
Jo. Feraturan Femerintah Nomer 32 Tahun
1950 tentang Fenetapan mulai berlalkunva
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1850;
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Undang-undang Nomor 22 Tahun 1998 ten-
tang Femerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1988 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 38389);

Undang-undang Neomor Z5 Tahun 1888 ten-
tang Ferimbangan Keuangan antara FPemer-
intahan Fusat dan Dlaerah (Lembaran
Negara Tahun 19989 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3848);

Peraturan Femerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang KXewenangan FPemerintah dan Kewe-
nangan Propinsi sebagail Ilaerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomeor 3852):

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 18898 -
tentang Teknik Fenyusunan Peraturan
Ferundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan PFeraturan
Femerintah, dan Rancangan KXeputusan
Fresiden {(Lembaran Negara Tahun 1989
Nomor 70);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 -
Tahun 1998 tentang Pencabutan Beberapa
Peraturan Menteri Dialam Negeri, Xeputu-
san Menteri Dalam Negeri dan Instruksi
Menteri Dalam Negeri mengenai Felaksa-
naan Undang-undang Nomer 5 Tahun 1978

tentang Pemerintahan Desa;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63
Tahun 189989 tentang Fetunjuk Pelaksanaan
dan FPenyesuaian FPeristilahan dalam
Penyelenggaraan Femerintah Desa dan
Kelurahan;
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 18989 tentang FPedoman Umum Fengatu-
ran Mengenai Desa;

Keputusan Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor : 0Z2/KPTG-
DPRI/189889 tentang FPeraturan Tata Tertib
Dewan Ferwakilan Rakyat Dlaerah Kabupaten
Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Menetapkan

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DEGA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Pemerintah adalah Femerintah Fusat.

(\V]

. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.

. Pemerintah Daerah adalah Femerintah Ka-
bupaten Kebumen.

]

4. Bupati adalah Bupati Kebumen.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat -
sebagai perangkat Daerah.
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Desa adalah kesatuasn masyarakat hukum yvang memi-
1iki kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui
dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di
Daerah.

Pemerintahan Desa adalah kegiatan Femerintah -
vang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan
Perwakilan Desa.

Pemerintah IDlesa adalah Kepala Desa dan Ferangkat
Desa.

Badan Ferwakilan Desa yang selandjutnya disebut -
BFD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas
remuka-remuka masyarakat yang ada di Desa yang
berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Fer-
aturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat serta, melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai -
kegiatan utama pertanian, termasuk pengelclaan
sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan
sebagal tempat premukiman pedesaan, pelayanan
jasa pemerintahan, pelayanan scsial dan kegiatan
ekonomi.

Sumber Pendapatan Diesa adalah Pendapatan Asli -
Desa, pendapatan yang berasal dari pemberian
Femerintah dan Femerintah Diaerah serta lain-lain
rendapatan yang sah.

Kekayvaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber
renghasilan bagi Dlesa yang bersangkutan.
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(1)

Swadaya masyarakat adalah kemampuan daril suatu -
kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisia-
tif sendiri mengadakan usaha ke arah pemenuhan
kebutuhan Jangka pendek maupun Jjangka pandang
vang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.

Partis 1pa .1 dan gotong royong adalah ikut serta
dan kerjasama vang spontan dan sudah melembaga
serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang
bersifat suka rela antar Warga Desa dan/satau
Warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi
kebutuhan yang insidentil maupun berkelangsungan
dalam meningkatkan kesejahteraan bersama baik
materiil maupun spirituil.

BAB 11
JENIS KEKAYAAN DESA DAN
SUMBER PENDAFPATAN DEGA

~

Pasal 2
Kekavaan Desa terdiri dari :

a. tanah-tanah Kas De
L. pasar Desa;

c¢. bangunan Milik Desas;

d. obyek rekreasi yang diurus
e. pemandian uwmum yang diurus
f. jalan Desa;

g. lain-lain kekayaan milik Pemerintah Desa.
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enis Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Desa, meliputi :

hasil usaha Desa;

hasil kekayaan Desa:

hasil swadaya dan partisipasi;

hasil gotong royong:;

iain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.

s QWM+
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. Bantuan dari Pemerintah Daerah meliputi :

1. bagian dari perolehan pajak dan retribusi
Daerah;

[N)

bagian dari dana Ferimbangan Keuangan Pu-
sat dan Daerah yang diterima oleh FPeme-
rintah Daerah.

c. Bantuan dari Femerintah dan Femerintah Pro-
rinsi;

d. Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak me-
ngikat;

e. FPinjaman Desa.
Fasal 3

Sumber Fendapatan Desa yang telah dimiliki dan
dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih
cleh Femerintah atau Femerintah Daerah.

Pasal 4

Sumber FPendapatan Daerah yang berada di Desa baik
Fajak maupun Retribusi yang sudah dipungut oleh
Femerintah Daerah tidak dibenarkan adanya pungutan
tambahan oleh FPemerintah Desa.

BAE 111
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN
SUMEBER PENDAFPATAN DEGA

Pasal b

(1) Pengurusan dan prengelolaan sumber-sumber Penda-
ratan Desa dilakukan oleh FPemerintah Desa dan
hasilnya menjadi Fendapatan Desa.
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(Z) Pengelolaan terhadap sumber-sumber pendapatan -
Desa dilakukan oleh Femerintah Desa atau Badan
vang ditunjuk olehnya melalui Anggaran Fen-
dapatan dan Belanja Desa.

BAB IV
PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN
SUMBER-SUMBER PENDAFPATAN DESA

Bagian FPertama
Pengembangan Sumber-sumber Fendapatan
Pasal €

Fengembangan terhadap sumber-sumber Pendapatan Desa
dilakukan oleh FPemerintah Desa dan/satau dengan
dukungan Femerintah Daerah, Femerintah Propinsi dan
Femerintah.

Bagian Kedua
Pengawasan Sumber-sumber Fendapatan Desa
Pasal 7

FPengawasan terhadap Pengelolaan Sumber-sumber Fen-
dapatan Desa dilakukan o¢leh Bupati atau Pejabat
lainnya yang ditungjuk. dan BFPD.

BAR V
PENGATURAN MENGENAI PUNGUTAN DESA, SWADAYA,
PARTISIFASI DAN GOTONG ROYONG
Fazsal 8

(1) Begala pungutan baik berupa uvang. benda dan -
atau barang yang sifatnya membebani masyarakat
vang dilakukan Femerintah Desa harus ditetap-
kan dengan FPeraturan Desa.

{2) Jenis Pungutan Ilesa yang ada antara lain
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a. pungutan yang berasal dari iuran atau urunan
sesual dengan mata pencaharian masyarakat
Desa berdasarkan kemampuan ekonomi:

b. pungutan yang berasal dari biaya administra-
81 permchonan surat-surat keterangan;

pungutan yang berasal dari perusahsan yang -
berada di Desa sesuail dengan klasifikasi:

0
.

d. pungutan yang berasal dari transaksi perali-
han hak yang belum dipungut cleh Pemerintah
sesual peraturan perundang-undangan vyang
berlaku;

®

rungutan tentang Pologoro.

o~
)
'

Selain Jenis-jenis pungutan sebagaimana dimak-
sud ayat (2) Pasal ini, dapat dilakukan Pungu-
tan Desa untuk kegiatan sosial tertentu vang
bersifat mendesak dengan Keputusan Kepala Desa
atas persetujuan BFD.

Pasal @

Pendapatan Desa yang diperoleh dari hasil partisi-
rpasl masyarakat dan gotong royong berupa uang.,
material dan tenaga dalam rangka meningkatkan
kebersamaan.

BAB VI
PENGELOLAAN, PENGADAAN, PEROLEHAN, PENGEMBANGAN
STATUS HUKUM DAN ADMINISTRASI KEKAYAAN DESA
Bagian Pertama
Fengelolaan
Fasal 10

Pengelolaan kekayaan Desa dilakukan oleh Pemerintah
Desa dan hasilnya sebagai Sumber Pendapatan Desa
ditetapkan melalui Anggaran Fendapatan dan Belanja
Desa.






Bagian Kedua
Pengadaan
Pasal 11

Pengadaan Kekayaan Desa dapat berasal dari :

a. memanfaatkan tanah negara atau bekas tanah hak -
adat melalui permohonan hak;

b. pembelian;

c. membangun bangunan milik Desa. misal Pasar Desa,
pemandian umum dan lain-lain;

4. usaha-usaha lain yang sah.

Bagian Ketiga
Percoclehan
Pasal 12

Perolehan Kekayaan Desa dapat berasal dari :
a. pemberian atau bantuan dari Femerintah Fropinsi;
b. pemberian atau bantuan dari FPemerintah Daerah:

c. pemberian atau sumbangan dan hibah dari masyara-
kat baik berupa barang tidak bergerak atau
bergerak.

Bagian Keempat
Pengembangan
Pasal 13

Pemerintah Desa dengan persetujuan BFD dapat mela-
kukan pengembangan terhadap kekayaan Desa melaluil
Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiesa atau kerjasama
dengan pihak lain.
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Bagian Kelima
Status Hukum
Pasal 14

Segala sumber kekayaan Desa sebagaimana dimaksud
Fasal 2 Peraturan Daerah ini, status hukumnya
menjadi kekayaan Desa dan milik atau aset Pemerin-
tah Desa.

Bagian Keenam
Administrasi Kekayaan Desa
Pasal 15

Administrasi Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud
Pasal 2 Peraturan Daerah ini, pendataan administra-
si1 oleh Pemerintah Desa dicatat melaliui Daftar
Inventarisasi Desa.

BAE VII
PENGATURAN, PELIMPAHAN ATAU PERALIHAN
FUNGSI KEKAYAAN DESA
Fasal 16

(1) XKekayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat
{1) huruf a Peraturan Daerah ini, dilarang
untuk dilimpahkan atau dialihkan kepada pihak
lain kecuali diperlukan untuk kepentingan umum
dan proyek-proyek pemerintah yang ditetapkan
dengan Peraturan Desa.

{(2) Peraturan Desa dimaksud ayat (1) Pasal ini di-
tetapkan Jika Desa yang bersangkutan telah
memperoleh

a. ganti tanah yang senilai atau lebih dengan -
tanah yang dilepas atau;
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b. penggantian berupa uang yang digunakan untuk
membell tanah lain yang senilai atau lebih:

c. ijin tertulis dari Bupati.

(3) Untuk menjamin tidak merugikan Pemerintzhan De-
sa proses pelimpshan atau pengalihan kekayaan
Desa kepada pihsak lain harus diadakan penaksir-
an atau penetapan oleh Panitis Tingkast Desa
vang mengikutsertakan BPD.

BAB VIII
PENGAWASAMN DAN PENGENDALIAN KEKAYAAN DES
Bagian Pertama
Pengawasan
Pasal 17

Pengawasan terhadap kekayaan Desas sebagaimana di-
maksud dalam Pasal Z Peraturan Daerah ini, dilaku-
kan oleh Bupati, Pejabat yang ditunjuk dan BPD.

Pemerintah Daerah dapat membatalkan Peraturan Desa
vang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan vang
zda dalam Peraturan Daerah ini atau peraturan
prerundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

BAB IX
PEMBEREDAYAAN POTENSI DESA DALAM
MENINGEKATEAN PENDAPATAN DESA
Pasal 19

Pemberdayaan potensi Desa untuk meningkatkan Pendapatan De
dilakukan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa, melakul

rinjaman dan kerjassama dengan pihak lain.
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BAE X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa berupa tanah,
Kas desa dan sejenis yang selama ini merupakan
sumber atau sebagail penghasilan langsung bragi
Kepala Desa dan Perangkat Desa, ditetapkan menjadi
Sumber Pendapatan Desa yang pengelolaannya oleh
Pemerintah Desa melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanda Desa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Feraturan Daerah
ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepan-
Jang mengenai aturan pelaksanaannya.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah-
kan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penem-
patannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kebumen
rada tanggal 26 Agustus 2000

BUPATI KEBUMEN,
t.t.d

RUSTRININGEIH






= 18 =

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2000 Nomor 12 Tahun 2000 Seri D Nomor 11 pada
tanggal 2 September Z000.

‘ : - ’_—‘} ‘.I' >
\FEMBINA'UTgMA MUDA
NIF. H00 032 375
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 10 TAHUN 2000
TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DES

PENJELASAN UMUM

Sumber Fendapatan Diesa diharapkan selalu
diupayakan berkembang dan meningkat, agar pemanfaa-
tannya lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam
membiayai pelaksanaan Pemerintahan dan FPembangunan
Desa. Hal ini penting karena pembiayaan merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari Jjalannya Femerin-
tahan dan FPembangunan Desa.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1899 tentang Pemerintahan
Diaerah. berdasarkan pada Fasal D2 ayat (1) Keputu-
san Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1888 ten-
tang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, Baglan
Pertama tentang Sumber Pendapatan Desa dan Pasal 57
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Ncomor 4
Tahun 1899 disebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut
mengenai Sumber Pendapatan Desa ditetapkan dalam
Feraturan Daerah.

Terkait dengan hal tersebut di atas maka .
Temerintah Kabupaten Kebumen perlu menetapkan
kembali Sumber Pendapatan Desa yang dituangkan
dalam Peraturan Daerah.
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I1I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas.
Pasal 2
ayat (1) : Cukup Jdelas
. ayat (2) huruf

a angka 1 : Yang dimaksud dengan Usaha Desa -
adalah usaha-usaha yang sah untuk
meningkatkan Pendapatan Desa dan
menciptakan usaha-usaha baru da-
lam batas yang ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan yang
berlaku, seperti Lumbung Desa,
pembakaran kapur, genteng, bata,
peternakan, perikanan, pertanian,
perkebunan, pangkalan kendaraan
dan lain-lain.

angka 2 -
s/d 4 : Cukup Jjelas.

angka 5 : Yang dimaksud Lain-lain Pendapa-
tan Asli Desa yang sah pada
Pasal/ayat ini adalah yang diper-

‘ cleh dari :

- Juran dan atau urunan masyara-
kat berdaszarkan kemampuan
ekonomi.

- Biaya administrasi permochonan -
surat-surat.

- Perusahaan yang ada di Desa se-
suai dengan klasifikasi.






- Pologoro dan 1lain-lain yang -

sah.
Pasal 2
ayat (2) huruf
b s/d e : Cukup Jelas.
Pasal 3 s/d -
. Pasal 22 : Cukur Jelas.
-—- ooBoo --






